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TENTANG

PET A PROSES BISNIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang: a. Bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area 
perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan 
organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat 
ukuran, dan tepat proses;

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses 
Bisnis Instansi Pemerintah dan menerapkan tahapan 
penyusunan peta proses bisnis, maka Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Tulungagung perlu menyusun Peta Proses Bisnis sebagai 
acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan 
hubungan kerja yang efektif dan efisien an tar unit organisasi 
untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian 
organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah 
bagi pemangku kepentingan; .

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Tulungagung tentang Peta Proses Bisnis 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Tulungagung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah an Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;



5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Aparatur 
Sipil Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang 
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023;

10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2022 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 03 Tahun 
2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten 
Tulungagung Tahun 2025-2029;

12. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Tulungagung

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN 
TULUNGAGUNG TENTANG PETA PROSES BISNIS DINAS 
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 
PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Peta Proses Bisnis di lingkungan Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung, 
dengan rincian sebagaimana tercantum da lam Lampiran yang 
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Keputusan ini.

Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum 
KESATU, merupakan acuan yang digunakan oleh unit kerja 
dilingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung untuk 
menggambarkan hubungan keija secara efektif dan efisien 
guna menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi 
serta sebagai dasar bagi unit keija dalam menyusun Standar 
Operasional Prosedur.
Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum 
KESATU, disusun dengan mengacu kepada Peta Proses Bisnis 
Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan ditetapkan dalam 
bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.



KEEMPAT

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan 
ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tulungagung.
Keputusan Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung ini 
berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Tulungagung 
pada tanggal Mei 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan [Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Tulungagung


